PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

BEADAN PERENCANAAN PEMEANGUNAN DAEEAH
TAHUN 2016
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NOMOR 49.A TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016

Menimbang

Mengingat

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun
2017 perlu dilakukan penyesuaian dengan perangkat
daerah yang baru;

bahwa untuk menciptakan sinergitas dan sinkron antara
dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran,
maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2017 perlu dirubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



11.

12.

13.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2014 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9
Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9. Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015
Nomor 130);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah



Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor 142);

14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 23 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 2017.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017
(Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 25) diubah sebagai
berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman
operasional bagi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) Tahun 2017.

(2) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari Lampiran yang berisi Program Kegiatan masing-
masing Perangkat Daerah.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

(1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
ini.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2017 merupakan pedoman dan rujukan utama
untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS) yang akan menjadi landasan
untuk penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun
Anggaran 2017.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 04 November 2016

Diundangkan di Gerung

pada tanggal 04 November 2016
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 90



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 49.A Tahun 2016
TANGGAL : 04 November 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017

KATAPENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah, Tuhan Yang
Maha Kuasa, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam penyelenggaraan
pemerintahan telah menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka
panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD).
Perencanaan dimaksud merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan
nasional berdasar kanamanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah
penjabaran tahun ke-3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019. Secara umum RKPD memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencanakerja/
program, dan penganggarannya secara indikatif. Disamping memenuhi amanat
konstitusi, RKPD adalah panduan dan dasarbagi perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) yang selanjutnya menjadia cuan dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai
embrio penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun 2017.

Dikarenakan penting dan mendasarnya RKPD dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran pembangunan daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah, harus
ditindaklanjuti dengan semangat dan komitmen yang tinggi sebagai ikhtiar bersama
dalam pencapaian visi daerah. Semoga RKPD ini berdaya guna dan mampu menjawab
kebutuhan masyarakat Lombok Barat sebagai hasil perencanaan partisipatif dalam
Musrenbang. Akhirnya, bahwa RKPD adalah dokumen publik, maka harusdapat
diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian dan evaluasinya. Terima kasih.

Gerung, 04 November 2016
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1.1.

BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar
perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras
dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi,
maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu
kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah
Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan
kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika
perkembangan daerah dan nasional. Tentu saja harus sesuai dengan
dokumen perencanaan S5 Tahunan berupa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan 1 tahun
berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun
sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam
menentukan Kebijakan Umum (KUA) APBD, serta penentuan Prioritas
dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD.
KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai
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acuan dalam proses penyusunan APBD.

RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 ini merupakan RKPD
tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019. Dokumen ini terwujud
dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2017 yang merupakan bagian dari rangkaian penyusunan
kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan
sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang).

Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Barat Utara Tahun
2017 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan
tahapan sebagai berikut :

Persiapan penyusunan RKPD;
Penyusunan rancangan awal RKPD;
Penyusunan rancangan RKPD;
Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
Perumusan rancangan akhir RKPD; dan

Penetapan RKPD.

AL e

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi, pembentukan Tim
Penyusun RKPD, orientasimengenai RKPD, penyusunan agenda kerja,
serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Adapun perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Lombok Barat
dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :

Pengolahan data dan informasi;

Analisis gambaran umum kondisi daerah;
Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
Evaluasi kinerja tahun lalu (n-2);

Penelaahan terhadap kabijakan Pemerintah;

AL T

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi;
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10.
11.
12.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah Provinsi;
Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan
daerah;

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu
indikatif;

Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;

Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan

Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu
indikatif.

Penyusunan RKPD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD),

perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip

sebagai berikut:

1.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional;

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan perandan
kewenangan masing-masing;

Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana
tataruang dengan rencana pembangunan daerah;

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan
kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika
perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,
rensponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berwawasan lingkungan; dan

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah
bersama unsur pemangku kepentingan  berdasarkan hak dan
kewajiban masing-masing melalui pendekatan : teknokratik,
partisipatif, politik dan dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah
ke atas (bottom-up).

Dikarenakan RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terbit
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diawal rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan tahunan
hingga menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),
pemangku kepentingan daerah harus dapat memastikan bahwa segala
kebijakan, program dan kegiatan telah terdokumentasi dengan baik
dalam RKPD. Sehingga dapat dijadikan panduan dan pedoman dalam
tahapan berikutnya, dengan demikian perhatian dan komitmen yang
tinggi sangat diperlukan dalam upaya sinkron dan konsistennya

dokumen perencanaan.

LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi
penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 adalah
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
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10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Daerah  Kabupaten Lombok Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor
10 );

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Seri
E Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun
2016 Nomor 142);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
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